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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPUI,AUAN RI.AU

PERATUIRAN BUPATI NATUNA

NOMOR 34 TAHUN 2A$

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGI{JLIT DAER&H

KAtsUPATEN NATUNA TAilUN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAF{ YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

bahwa untuk melaksanakarr Isetertu-arr Feraftffan

Menteri Dalam Negeri lilomor 86 ?ahtm 2o1.7,

maka Perangkat Daerah wajib menJrusun

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai

pedoman datrarr merTrusur* Rer:cana Kerja dan

hnggarxr Perangkat Daerah;

bahwa berdasarlcan pertimbangan sebagaimana

dimaksud datam hunrf a) perlu menetapkan

Peraturan Bupati terrtarrg Rerrsana Kerya

Perangkat Daerah Kabupaten Naturra

Tahun 2O2O;

IJndang-undang Nornor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupate* Pelalawa*, Kabupaterr

Rokan' Hulu, Kabupaten Rokan"Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Ifuta Ba"tam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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lggg *fomor l8l, famta*lara {.esr$aran }fegam

Republik Indonesia Non*or 3902l sebagaimana

telah diubah beberapakati terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OOB tentang

Pertrbahan KetQa J{tas 'Undang-Undang Nomor

53 Tahua L999 tentang Pembeatukarr l(abupaten

Pelata#an, Kabupaten Rokan H'uiu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaterr

Karimun, Kabupaten Natu.na, Kabupaten

Ku:rntan Sirrgingi dan KDh" Batam {Lemba:ran

Negara Republik Indouesia Tahum 2ffi8 Flomor

LO7, Tambatran Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Nomor 48801;

Undang-Undang Noraor 25 Tahun 2G8.2 tentaag

Pembentukar Erovinsi Keptrlauan Riau

(Lea#aran Negara Repubtrik Indo*esia Tahun

2OO2 Nomor 111., Tambahan Lembaran Negara

Repubt{k Indoaesia Nornor a2371;

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2$fi4 tentang

Sistern Perencanaan Pembangunarr Nasioaal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 1O4, T'ambahan I;embaran Negara

Republik Indorresia Nomor +aZ\;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan

(Lembaran Nega"ra. Republik Indonesia Tahun

z}lt Nomor 82, Tambahan Lemb.aran Hegara

Republik Indonesia Nomor 5.23a};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Femerintahan Daerah fl,embaran Negira

Republik Indenesia Tahun 2*14 No:mo.r 244t,

?ambahart Lembaraa Negara Repmhlik Indortesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang- Undrrng Nomor 9

Tatrun 2015 tertang Fenrbahan Kedua Atas
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Undang-Uaahng lYomor ?3 Thhun 3Ol4 tentang

Pemerintalran Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Namor 58,

Tambahanl*rrrbarartNegara-Republiklndonesia

Nomor 56791;

Feraturan kmerintah lrlomor 18 ?bhun ffi16
tentang Per*ngkat Eaeratr ff.rmbaran }legara

Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor ll4,
Tambahan Lembaran Negara i?epublik indonesia

Nomor 588T;

Peraturan Femerintah L*ornsr 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

fl*mbaran Negara Republik Indo:resia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negarra

Repr.rblik Indocesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2U.17 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian darr Eraluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencacer

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jarrgka Menengah

Daerah" dan Rencafia Kerja Pemerirrtah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr

AOLT Nomor 1312);

Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 33

Tahua 2OIg teatang Pedoman Pen5rusuuan

Anggaran Pendapatan dan tselanja Daerah

Tahun'2O2O;

kraturan Daerrah Kabupaten Natuna Nomor 7

Tahun 2fr1:6" tentang Rencana ftrnbangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2o16 2A21 firmbaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
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tentamg Rencana Strategis {Rensf*a} Pera*glcat

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021

(Berita Daerah Kabupatert Natuna Tahurt 2OL6.

Nomor'61);

MEMUTUSKAN:

trERAfURAI{ BUPATI TENTAHG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH I(ABUPATEI$ ISATUI$A

TAHUN 2420.

P-asal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyar:;g dimaksud dengac :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Femerintah Daerah adalah Bupati sebagai u.nsur

Penyelenggara kmerintahan Daerah yafrg

memimpin plaksartaart urusan Pemerictaharr

yang Eexjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna-

krangkat Daerah adalah Ursrrr Fembautrr

Bupati dac dewac Perwakilaa Rakyat Daerah

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi Keweuangan Daerah.

Reacanra Kerja Femerintah Daerah yang

selanjutnya disingkat dengaa RKPD adalah

dokumen perencanaarl daerah untuk periode I
{satu} tahun.

Reneana Strategis Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah

adalah d"okumen persncanaan Perangt<at Daerah

untuk periode 5 flima) tahun.

Rencana Kerja Ferargkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Reqia Peranglcat Daerah

adalah dokumen perencanaan Perangfuat Daerah

uatuk periode 1 (satu) tahun-

Menetapkan
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8. Rencana Kerja dan Ahggaran Perangkat Daerah

ya.rxg selanjutnya disingkat RKA Perangkat

Daerah adalah dokumerr pel:iencanaan dan

penganggaran yang berisi rencana pendapataa,

rencana belanja prograrn dan kegiatan Perangkat

Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar

perrJrusunan APBD-

Pasal 2

IRenja Ferangkat Daerah Tahun 2O2O merupakan

dokumerr perencanaarl Perangkat D.aerah Kahupaten

Natwra tmtukjangka waktu 1 (satu) tahurr.

Pasal 3

Rerrja Peranglat Daerah Kabupaten Natuna Thhun

2V2O berpedomarr pada Rertstra Perangkat Daerah,

hasil evaluasi Reaja Perarrgt<at Daerah tahtrn lalu dan

hasil evalu.asi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Perarrgkat Daerah Tahun 2O2O disusrrm

dengan sistematika pen)ru.sunan sebagai berikut :

BAts I : PENDAHULUAN;

BAB E : HASIL EVhLUASI RENJA FERANGKAT

DAERAH TAHUN I,ALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH;

BAB IV : RENCANA KER.IA DAN MNDANAAN

PERANGKAT DAERAH;

BABV : PENUTUP

Renia Perang!<at Eaerah Tahun 2O2O

sebagaimana dimaksud pada qyat (f) dirmrat

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2O2O sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat

Daerah dalam merr5rusun RKA Perangkat Daerah.

, pasa]6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada transal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

p,enempatarrtrya dalam Berita- Daerah l(abupaten

Natuna.

ll

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2O7g NOMOR 34

w Xu( zo


